Menimbang

Mengingat

PERATURAN BUPATI GORONMNTALO
NOMOK § TAHUN 2012
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANS1 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MARA ESA

.oa.

BUPATI GORONTALO,

bahwa berdasarkan pasal 239 ayat (1) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah scbagaimana telah diubah
unutk kedua kalinya dengan Peraturan NMenteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Kepala Daerah
menetapkan Peraturan Kepala Caerah tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada

standar akuntansi pemerintzhan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

Kabupaten Gorontalo;

. Undang-Undang Nomor 19 Tehun 1959 tentang

Pembentukan = Daerah-daerah Tingkat Il di  Sulawesi
(Lembaran Negara Republik indoriesia Tahun 19592 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 1322);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2000 tentang

Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambzhan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060};
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. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4255);

. Undang-Undang Noinor 15 Tahun 2004  tentang
Pemeriksaen Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lemnbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembarzn Negara Repubiik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana teiah
diubah untuk keduva kalinya dengan Undang Undang
Normor 12 Tahun 2008 [Lembaran Negara Republik
Indonesia Talhiun 2008 Nomor 59, Tambaharn Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambehan Lembaran
Negara Repubilik Incdonesia Nomor 4433);

. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang
Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Il Gorontalo dari
Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indones:a
Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3147);

. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tzhun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tarabahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4Z78);




11. Peraturan Pemerintah Nomor 3& Tahun 2007 tentang

PembagianUrusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabuvaten/Kota (l.embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Momor 4737);

12. Peraturar: Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beherapa kali terakhir dengan
Peraturari Menteri Dalam Megeri Nomor 21 Tanun 2011,

13. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 11
Tahun 2005 tentang  Pokok-pokok  Pengelolaan
Keuangan Dacrah (Lembaran Daecrah Kabupaten
Gorontalo Tahun 2006 Nomor 4 Seri Ej;

Memperhatikan : Peraturan Bupati Gorontaio Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Tugas dan Wewenang Bupati dan Wakil Bupaii serta Pejabat
Daerah Dalam Melaksanakan Tugas Teknis Sehari-hari
(Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2005 Nomor
3, Seri FE), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Gorontalo Nomor 4 Tahun 2007 (Berita Daerah
Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahkun 2007 (Berita Daerah

Kabupaten Gorontalo Taliun 2007 Nomor 4);
MEMUTUJSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI GORONTALO TENTANG KEBIJAKAN

AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
GORONTALO.

Pasal 1
Kebijakan akuntansi pemerintah daerah terdiri atas prinsip-
prinsip, dasar-dasar, konvensi-korivensi, aturan-aturan, dan
praktik-praktik yang spesifik yang dipilh cleh pemerintah
daerzh  Kabupaten Gorontale dalam penyusunan dan

penyajian laporan keuangan.

—




Pasal 2

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah dibangun atas
dasar Kerangka Konrseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Daerah yang mengacu pada Kerangka Konseptual Standar

Alzuntansi Pemerintahan.

Pasal 3

Kebijakan akuntansi pemerintah dasrah mengatur penyajian
laporan keuangan untuk tujuan umum dalara rangka
meningkatkan  keterbandingan laporan keuangan  baik
terhadap anggaran, antar periode, maupur. antar entitas

akuntansi.

Pasal 4

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur dasar-
dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran  untuk
pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo dalamm rangka
memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapzan

oleh peraturan perundang-und:ngar..

Pasal 5

Kebijakan aluntansi pemerintah daerah mengatur dasar-
dasar penyajian Neraca unfuk pemerintah daerah
Kabupaten Gorontalo dalam rangka memenuhi tujuan
akuntabilitas sebagaimana  ditetapkan oleh  peraturan

perundang-undangan.

Pasal 6

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur dasar-
dasar penyajian Laporan Arus Kas yang memberikan
informasi historis mengenai pervbahan kas dan setara kas
pemerintah daeran Kahupaten Gorontalo dengan
mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi,
investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggarar.

selama satu periode akuntansi.




Pazal 7

Kektijakan akuntansi pemerintah daerah wmengatur dasar-
dasar penyajian dan pengungkaparn yang diperlukan pada
Catatan Atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal! yang
mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan
fiskal dan ironeter, sebab-sebab terjadinya pervedaan yang
material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-
daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap

perlu untuk dijelaskan.

Pasal 8

Kebijaken akuntansi pemerintaki daerah mengatur dasar
pengakuarni, pengukuran, dan pengungkapan dalam aset,
kewajiban, eckuitas dana, pendapatan, belanja dan

pembiayaan serta penyajiannya dalam laporan keuangan.

Pasal O

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur perlakuan
akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebiajakan

akuntansi dan peristiwa luar biasa.

Pasal 10

Kebijakain akuntansi pemnerintah daerah mengatur
penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk ecntitas
akuntansi meliputi SKPD dan PPKD dalam rangka
menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk
tujuan umum demi meningkatkan kualitas dan kelengkapan

laporan keuarigan.

Pasal 11

Kerangka kenseptual Kebijjakan akuntansi pemerintah
daerah sebagaimana tercantun pada lampiran peraturan ini
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.




Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang men etahuinya, memerintahkan engundangan Peraturan
g b peng 2

Bupati ini dengan peénempatannya dalam Berita Dzerah Kebupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal

BURATI GORONTALO,

DAVID BOBIHOE AKIB

Diundangkan di Limboto
pada tanggal

SEKWRA KABUPATEN GORONTALO,

Ir. HADIJAH U. TAYEB, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19631121 198903 2 008

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2012 NOMOR




